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BUPATI LUWU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 479 / X11/ 2012
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA, SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR,
MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SURAT

PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Pejabat
yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat
Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Membayar
(SPM) Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan
Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1989 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

.Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
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3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3826); '

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

. Indonesia Nomor 4844);

10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia . Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 5049);

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

16.

17.

18.

19.

20.

Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614});

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
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21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor S
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2012 Nomor 08};

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2012 Nomor 39) .

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Pejabat yang Diberi Wewenang

Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat
Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.

: Pejabat yang menandatangani Surat Penyediaan Dana

(SPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

: Pejabat yang menandatangani Surat Perintah

Membayar (SPM)} sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
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: Pejabat yang mengesahkan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud
dalam dikturh KESATU adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan Kepala Satuan Kerja
Pengelola Ketiangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat
Pengelola Keﬁangan Daerah (PPKD)

: - Pejabat yang menandatangani Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU adalah Kepala Seksi Perbendaharaan

Bidang Anggaran selaku Kuasa Bendahara Umum
Daerah

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari

2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing
yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
: . pada tanggal 31 Dsember 2012

' 4t BUPATI LUWU UTARA,

Tembusan disampaikan kepada Yf:h :

Menteri Dalam Negeri di J akarta;

Gubernur Sulawesi Selatan di[Makassar;

Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;

Inspektur Provinsi Sulawesi Sélatan dj Makassar;

Ketua DPRD Luwu Utara di Méfsamba;

Inspektur Kabupaten Luwu Utdra di Masamba;

Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Utara Masing-masing di

NOGA LN -

tempat.
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